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ABSTRAK

Putri Yanti (2019) :Analiss Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru Oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau Terhadap Putusan Nomor
1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Cerai Talak

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena terjadi perbedaan
putusan dalam mengambil putusan terhadap perkara cera talak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau tentang cerai taak dan
mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan
pengadilan tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan tingkat
pertama tentang ceral talak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka
(library research) yang bersifat studi kasus dari tahun 2017-2018 terdapat 3 kasus
pembatalan putusan oleh pengadilan tingkat banding tetapi penulis hanya
membahas 1 putusan sgja, data primer berupa putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru N0.1287/Pdt.G/2017/Pa.Por Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Riau No. 0009/Pdt.G/2018/Pta.Por, data sekunder buku-buku yang berkaitan
dengan judul seperti Kompilass Hukum Islam dan undang-undang peradilan
agama. Teknik pengumpulan data dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik
analisa komperatif. Berdasarkan hasil pendlitian, diperoleh bahwa Alasan
Pengadilan Agama Pekanbaru menolak terhadap perkara cerai talak ini karena
Pengadilan Agama Pekanbaru menila saksi yang digjukan pihak pemohon tidak
memenuhi sebagai syarat saksi formil dan materil. Sedangkan Pengadilan Tinggi
Agama Riau membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru karena melihat
dari pengakuan bahwa terbanding mengakui dalil-dalil gugatan yang disampaikan
oleh pemohon, dan melihat dari sisi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon
tidak harmonis Pengadilan Tinggi Agama Riau memutuskan perkara ini
berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan
pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah
menurut bahasa: al-jum’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.* Perkawinan
secara istilah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Y ang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu cara yang
dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang
biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap
melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawin.
Perkawinan secara istilah daam Kompilass Hukum Islam pasa 2 yaitu:
pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaagan gholiidhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.? Tujuan
perkawinan dalam Kompilass Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

! Tihami Dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,
2008), H. 8

2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Akademika Pressindo,
2010),Cet. 4, H. 114
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannyaialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih
sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang terpikir.(QS Ar-Rum: 21)3

Semua orang menginginkan perkawinannya dapat mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk
mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Perkawinan harus dijaga
sedemikian rupa agar tidak hancur ditengah jalan yang menyebabkan
terjadinya sebuah perceraian.

Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan “kiamat” bagi
sebuah mahligai rumah tangga. Setigp orang tentu tidak menginginkan
perceraian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun jika kita lihat
fenomena perceraian makin marak belakangan ini, banyak aasan yang
membuat suami istri mengambil jalan perceraian seperti misalnya karena
tidak saling kecocokan, perselingkuhan, KDRT, dan karena adanya orang

ketiga dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

% Kemenag RI, Mushaf a-Qur’an, (jakarta CV Madinatu al-‘Ulum: 2012), H.406.



Perceraian merupakan putusnya hubungan antara pasangan suami istri
sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan
suami istri yang melakukan perceraian. Khusus untuk masyarakat yang
beragama Islam mengaukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama.
Untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama bukanlah hal yang
mudah tapi ada beberapa proses yang harus dilalui.

Setelah para pihak mengajukan perkara perceraiannya ke pengadilan
dan telah melalui tahap mediasi tapi gagal, maka dilanjutkan dengan
pemeriksaan duduk perkaranya. Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
yang digjukan, maka pihak yang membantah dalil-dalil yang digjukan harus
membuktikannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1865 KUH
perdata yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah
suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwagjibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*

Pembuktian menurut Yahya Harahap yaitu kemampuan penggugat
dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan
membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan
atau di bantahkan dalam hubungan hukum yang di perkarakan. Sedangkan

menurut Subekti pembuktian yaitu menyakinkan hakim tentang kebenaran

* Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pt. Balai
Pustaka (Persero)), H.475.



dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.’
Menurut undang-undang, ada lima macam alat pembuktian yang sah yaitu :
surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.®

Kasus cera talak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017
sampai 2018 ada 3 putusan yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Riau. Putusan nomor 0018/pdt.g/2017/pa.pbr yang di batalkan oleh
Pengadilan Agama Tinggi Riau dengan alasan bahwa saks yang di
datangkan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian
saks karena tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pertengkaran
antara pemohon termohon dan saks sama-sama menyatakan bahwa
pemohon dan termohon sudah pisah rumah oleh karena itu Pengadilan
Tinggi Agama Riau memberi izin ikrar talak. Putusan nomor
0674/pdt.g/2018/pa.pbr yang di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Riau dengan alasan bahwa ketiga saksi yang di datangkan oleh pemohon
sama-sama menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah
rumah dan sudah 2 tahun pisah rumahnya, dari sinilah hakim melihat bahwa
rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan.
Penulis dalam hal ini membahas salah satu putusan yang di batalkan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Riau putusan Nomor. 1287/Pdt.G/2017/PA..Pbr,
adapun yang berperkara yakni saudara Muhammad Wirhan Azhari Bin

Harun Badilla sebagai pemohon (suami), Desi Suryani Wahid Binti Abdul

H.17

® Gatot Supranomo, Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama, (Bandung : Alumni, 1993),

® Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Pt. Intermasa, 1994), H.177-178.



Wahid Ramli (istri). Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah

yang menikah di KUA Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Pada

Tanggal 09 Me 1997, Akta Nikah Nomor : 44/17/\V//1997.

Penyebab perselishan dan pertengkaran disampaikan oleh suami

bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis lagi sgjak bulan

Oktober tahun 2016, yang intinya disebabkan ol eh:

1

2.

Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
Termohon saat itu melawan dan tidak mau mendengar saran dan
nasehat dari pemohon sehingga timbul konflik besar.

Termohon menjatuhkan harga diri pemohon di hadapan keluarga
pemohon (adik-adik pemohon)

Sikap termohon selalu kasar dan keras serta ingin menang sendiri
sehingga ketika digjak bicara/diskusi selalu terjadi pertengkaran.
Ketika konflik termohon pernah mengeluarkan kata-kata makian yang
sangat kasar serta memukul kepala pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh pemohon

sebagaimana di atas. Kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Agama Pekanbaru memberi putusan dengan amarnya yang berbunyi:

1

2.

Mengabulkan permohonan pemohon.
Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i
terhadap termohon.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.



Atas permohonan pemohon itu, termohon mengakui dan
membenarkan sebagian keterangan pemohon dan membantah sebagian
lainnya. Termohon antara lain menyatakan : dalil gugatan pada poin 4
(empat) kalaupun dalam percecokan/ pertengkaran ada mengeluarkan
makian ataupun perbuatan memukul kepala, itu adalah merupakan tindakan
yang dilakukan tanpa disadari atau tidak sengaja.

Pemohon dan termohon di depan sidang pengadilan selain
mengajukan aat-alat bukti tertulis juga mengaukan saksi-saks yang
memberikan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Pekanbaru memberi
putusan Nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk
seluruhnya.

3. Menolak memberi izin kepada pemohon Muhammad Wirhan Azhari

Bin Harun Adilla untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon

Desi Suryani Wahin Binti Abdul Wahid Ramli, di depan persidangan

di Pengadilan Agama Pekanbaru.

4.  Membebankan biaya yang timbul dalam perkaraini kepada pemohon.

Pemohon merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru tersebut, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Agama Riau melalui suratnya tangga 22 November 2017. Pengadilan

Tinggi Agama Riau menerima permohonan banding pembanding dan



membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru melalui putusan

Nomor :0009/Pdt.G/2018/PTA..Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

l. M enerima permohonan banding pembanding tersebut.

1.  membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor
1287/Pdt.g/2017/PA.Pbr tanggad 22 nopember 2017 masehi
bertepatkan dengan 5 rabiul awal 1439 hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

2. Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Wirhan Azhari Bin
Harun Adilla) untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon
(Desi Suryani Wahid Binti Abdul Wahid Ramli) didepan sidang
Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Menghukum pemohon untuk membayar sgjumlah uang kepada
termohon sebagai akibat perceraian (talak) yang terdiri dari :

3.1 Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 15.000.000.00 (lima
belas juta rupiah)

3.2 Mut’ah sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta
rupiah)

3.3 Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya
perkara pada Tingkat Banding ini sgumlah Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan



dan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam diktum
amar putusan di atas.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat
lebih jauh permasalahan tersebut yang akan di tuangkan dalam bentuk
skrips  dengan judul ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN
TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR
:1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr TENTANG CERAI TALAK
Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini adalah terfokus kepada putusan
Pengadilan Agama pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr terhadap
putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor
0009/Pdt.g/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak.

Rumusan Masalah

a.  Bagamana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan
perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Por serta perkara nomor
0009/Pdt.G/2018/PTA..Pbr tentang cerai talak?

b. Bagaimana anadisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum
putusan tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan
tingkat pertama perkara nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang

cera talak?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan yang akan di teliti,
diantaranya yaitu:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis dalam putusan
perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Por serta perkara nomor
0009/Pdt.G/2018/PTA..Phr tentang cerai talak.

b. Untuk mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan
hukum  putusan  tingkat  banding  perkara  nomor
0009/Pdt.G/2018/PTA.Por  yang membatalkan putusan tingkat
pertama perkara nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA .Pbr tentang cerai talak.

2. Manfaat pendlitian

a. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya
yang berkaitan dengan saksi.

b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini
dapat dijadilan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik

yang sama.
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E. Metode Pendlitian
Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari
informasi  secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian
kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan
yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk
menjawab permasal ahan tertentu.’
1. Jenispendlitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library
reseach), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan
dengan cara mempelgari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi
lainnya yang ada relevensinya dengan ruangan lingkup pembahasan.
Penelitian ini bersifat studi kasus, penelitian ini dari tahun 2017 sampai
2018 terdapat 3 kasus cerai talak yang di putusan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Riau.
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dari penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Cerai Talak Dan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2019/Pta.Pbr tentang
Cerai Talak.
Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang cerai talak..

3. Sumber Data

" Amiruddin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada,
2006).H.19
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Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian
perpustakaan (liberary riseach) berdasarkan data sekunder,® dan sumber
data dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer pada Penelitian Ini yaitu data yang diambil langsung
dari putusan Pengadilan Agama  Pekanbaru Nomor
1287/Pdt.G/2017/Pa.Por tentang ceral talak dan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr tentang cerai
talak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku
yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Kompilas Hukum
Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan
Agama, buku-buku figih munakahat, jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data
Guna mempermudah dalam mengumpulan data dalam penelitian ini,
maka metode pengumpul an data yang dipergunakan :

a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya’.

8 J Suprianto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003),
Cet. 1H.2

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , (Jakarta : Pt. Roneka Cipta, 2014), H.274
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b. Studi kepustakaan, yaitu penulis mencari bahan-bahan bacaan yang
berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.
5. Metode penulisan
M etode penulisan yang digunakan adalah :
a. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat
khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
b. metode Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang
dibahas berdasarkan data diperoleh kemudian dianalisa.
6. Analisa data
Anadisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai
suatu data. Data yang diperoleh dari lapangan diolah terlebih dahulu,
diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat di sgjikan secara sistematis
sesuai dengan aspek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dan analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode komperatif. Tujuan dari penelitian
komperatif adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang
dua hal atau lebih.
Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun
sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini  meliputi tentang latar
belakang, batasan masaalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
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Bab kedua yaitu membahas tentang gambaran peradilan agama secara
umum, kewenangan dan kekuasan Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama, yurisprudens.

Bab ketiga ini membahas tentang pengertian cerai talak, macam-
macam talak, pengertian putusan, susunan dan isi putusan, dan pengertian
pembuktian.

Bab keempat yaitu merupakan bab yang beris pembahasan hasil
penelitian yaitu analisis pembatalan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau Terhadap Putusan Nomor
1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr tentang cerai talak)

Bab kelima yaitu Merupakan bab penutup yang berisi kessimpulan dan

Saran.
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GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA DAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Peradilan Agama
1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga
yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang
bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap
perkara yang digjukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan
suatu perkara, itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan
oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan

unsur yang sangat penting dalam penyelanggaraan peradilan.

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum
agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem
peradilan nasional Indonesia, disamping peradilan Umum, peradilan Militer
dan peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang
sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara
orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada

dalam masyarakat Indonesia yakni sgjak agama Islam datang ke Indonesia.

14



15

Lembaga tahkim yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan
berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Musliim di
kepulauan Nusantara ini. la telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah
(terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang
merupakan rangkaian kesatuan dengan dan menjadi komponen agama
islam.*®
2. Kekuasaan pengadilan agama

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadagah.
Mengenai bidang perkawinan, pasa 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang
dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam dan berdasarkan Undang-Undang
mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini daam
penjelasannyadirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

1. lzin beristri lebih dari seorang

2. lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21

tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis
lurus ada perbedaan pendapat

3. Dispensasi kawin

%M ohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar lmu Hukum Dan Tata Hukum Islam
Di Indonesia), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), H.278-279.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Pencegahan perkawinan

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pembatal an perkawinan

Gugatan kelaaian atas kewajiban suami atau istri

Perceraian karenatalak

Gugatan perceraian

Penyel esaian harta bersama

Penguasaan anak

Pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya
bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya

Penentuan kewagjiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

Pencabutan kekuasaan wali

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan daam hal
kekuasaan seorang wali dicabut.

Penunjukan orang lain sebaga wali oleh Pengadilan dalam ha
seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang
ditinggalkan olen kedua orang tuanya padaha tidak ada

penunjukan wali oleh orang tuanya
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19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah
kekuasaannya

20. Penetapan asal-usul anak

21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku
yang dijalankan menurut peraturan yang lain.**

B. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Provins.
Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki
tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi
Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di
daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan

daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi
Agama terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota,

panitera, dan sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Agama di

Y“Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), H. 6.
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seluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, sgjak tanggal 3 maret 2003

Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah

Syar’iyah Provinsi Aceh.

1. Kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang peradilan agama yakni menyangkut perkara-perkara:

1

2.

7.

8.

Perkawinan
Waris
Hibah
Wakaf
Zakat

Infaq
Shadagah

Ekonomi syariah

Fungs untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi

Agamamempunyai fungs sebagai berikut:

1

Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Tingkat Banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan

terakhir *“sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan
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Agamadi daerah hukumnya”. (pasal 49,51 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jgjaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah
hukumnya, baik menyangkut teknik administrasi peradilan,
maupun  administras umum,  perlengkapan,  keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) undang-undang
nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)
Fungss pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris,
panitera, dan jurusital/ jurusita pengganti di daerah hukumnya serta
terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewarjanya. (pasal
53 ayat (1) dan (2) undang-undang 7 tahun 1989 dan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman)

Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) undang-undang
nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)
Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administras umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung
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pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi
peradilan.

Fungsi lainnya seperti memberikan pelayanaan penyuluhan hukum,
pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (keputusan ketua

mahkamah agung RI Nomor KMA/004/SK/11/1991).*2

C.  Yurisprudensi Nomor 543K /Pdt/1996

Dalil gugatan pada yurisprudensi Nomor 543K /Pdt/1996 adal ah:

1

Penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami isteri yang
menikah pada tanggal 20 Me 1983 dan telah dikaruniai empat
orang anak.

Sgak tahun 1980 timbul perselishan dan pertengkaran yang
mengakibatkan penggugat diusir dari rumah orang tua tergugat.
Penggugat pulang kedesa dan setelah itu berusaha mengambil
tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi tergugat dan anak-anak
pulang kembali ke rumah orang tua tergugat.

Setelah itu timbul kembali perselisihan dan pertengkaran sehingga
pada tanggal 15 desember 1985 penggugat mengajukan cerai ke
Pengadilan Negeri.

Karena gugatan penggugat ditolak maka penggugat menghubungi
tergugat supaya berkumpul kembali sebagai suami isteri, tetapi

tergugat menolaknya.

12 Http://Pta-Pekanbaru.Go.ld, Di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019.Pukul 11:29

WIB
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6. Setelah pisah meja dan ranjang sejak 1986 maka penggugat mohon

supaya diputus perkawinan penggugat dengan tergugat.

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri yaitu : berdasarkan bukti-
bukti surat maupun keterangan saksi, maka terbukti bahwa tergugat tidak
tingga bersama penggugat sudah kurang lebih 10 tahun karena
meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Alasan
tergugat meninggalkan penggugat bukan merupakan suatu alasan yang
menurut hukum, sebagal isteri yang masih terikat dalam hubungan
perkawinan dengan penggugat apapun yang dideritanya dalam memecahkan
masalah yang dihadapi oleh keduanya, bukan pergi meninggalkan rumah
dan kembali kepada orang tua. Dengan demikian menurut hukum bahwa
tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-
turut tanpa aasan yang sah, sehingga alasan penggugat menuntut
perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah merupakan alasan yang dapat
diterima untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat karena
perceraian. Oleh karena itu Pengadil Negeri mengabulkan gugatan
penggugat dan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus
karena perceraian.

Karena tergugat tidak terima putusan Pengadilan Negeri maka iya
melakukan banding. Pengadila Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri Ambon tanggal 28 April 1992 Nomor : 29/Pdt.G/1992/PN.AB

dengan pertimbangankan bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari
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penggugat maupun tergugat yang diberikan dibawah sumpah tidak satu pun
yang menunjukan bukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana
diatur dalam pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
dengan alasan-alasan yang digjukan oleh penggugat harus dipandang belum
cukup terbukti, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima.

Perkara ini sampai pada tahap kasasi, Mahkamah Agung membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Ambon tangga 3 agustus 1994 Nomor :
74/Pdt/1994/PT.Mal adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung
yaitu menilai bahwa penerapan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi tidak
manusiawi karena rumah tangga yang sudah pisah sgjak tahun 1986 hingga
sekarang meskipun gugatan penggugat tidak dapat diterima tidak mungkin
dipersatukan kembali. Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa
penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan
pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah
perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karenajika hati kedua
pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak
mungkin dapat dipersatukan perkawinan supaya tetap utuh, apabila
perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan
perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu

tetap pecah.
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LANDASAN TEORI
A, Talak
1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan tali dan membebaskan.
Menurut syara’, melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.
Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahzib, talak adalah tindakan orang
terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian
memutuskannya.*?

Makna talak adalah memutuskan tali pernikahan yang mengikat antara
suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, talak masih merupakan
salah satu bagian dalam syariat 1sslam. Pada dasar hukumnya talak berasal
dari Al-Qur’an, hadis Nabi, dan juga ijma’ para ulama.*®

Dalam ijma’ ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut
menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana
disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Hukum talak
secara umum ayat yang diatas menyatakan bahwa talak itu diperbolehkan,
namun ulama figih mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari

kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.**

“Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih Munakahat,
(Jakarta: Amzah, 2011), H. 255

B |bnu Qudamah, Al Mughni, Penerjemah M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2013), H. 223

¥ Abdul Aziz Dahlan, Ensikiopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
Cet. Ke-7, Jil.6 H. 1783
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Talak hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadinya
percekcokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai
(hakam) dari kedua belah pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung
berakhir. Dalam keadaan seperti ini hukumnya wajib talak bertujuan untuk
menjalin hubungan yang harmonis dan kasih saying serta menciptakan
ketentraman antara kedua belah pihak.

Talak hukumnya sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-
hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik
sebagal hamba Allah SWT seperti sholat dan puasa maupun sebagai istri
seperti tidak mau melayani suami.

Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya
akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya.
Dengan menjatukhan talak tersebut, berarti suami telah memberikan
peluang bagi istri untuk melakukan perzinaan. Termasuk kedalam talak
yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid,
nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah
dicampuri lebih dahulu.

Talak dihukum makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan
sama sekali. Talak dihukum mubah (boleh) apabila talak dijatuhkan alasan
tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan tidak baik, pelayanan
terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sgalan

meskipun pertengkaran dapat dihindari.
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Didalam pengadilan jika yang penggugatnya seorang suami biasanya di
sebut dengan cerai talak, cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai
akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang
pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam,
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 bahwa Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan munurut
agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada
Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia
bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan aasan-alasannya serta
meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.™

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya
selanjutnya diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasa 18 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai
berikut:

1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan
mempelgarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu,
Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk
dimintai penjelasan.

2) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut
dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, kemudian
Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan

tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

1> Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H. 37
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maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk
menyaksikan perceraian itu.

3) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang
terjadinya perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut dikirimkan
kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan
pencatatan perceraian.

4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu
dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2. Macam-macam talak

Disegi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai

ucapan tal ak:

1. Taak sharih ialah Ungkapan talak dengan bahasa yang jelas,
Talak yang terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan
putusnya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan
ungkapan, tulisan yang ditunjukkan kepada istri, isyarat dari
seorang suami bisu, maupun dengan utusan.

2. Taak kinayah iadah Ungkapan talak dengan sindiran, Talak
sindiran ialah Talak yang memerlukan adanya niat pada suami.
Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian
talak. Talak dengan isyarat. Talak dengan tulisan. Talak bebas
dan bergantung. Shighat talak pada masa yang akan datang.

Di tinjau dari segi isyarat bagi orang bisu dan bagi orang yang dapat

bicara:
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Talak dengan Isyarat bagi orang bisu dapat memakai isyarat,
orang bisu dapat menempati lafal dalam menjatuhkan tal ak,

Taak dengan isyarat bagi yang dapat berbicara disini
dikatagorikan talak sindiran karena secara globa memberi

pemahaman talak.

Ditinjau dari segi waktu di jatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi

1

menjadi tiga macam yaitu:

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu
apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubunhi
dengan talak satu pada saat suci, sebelum di setubuhi.*®

Talak bid’i adalah talak yang dijatunkan tidak sesuai atau
bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-
syarat talak sunni. yang termasuk dalam talak bid’i ialah: talak
yang tidak dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik di
permulaan haid maupun di pertengahannya, talak yang dijatuhkan
terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli dalam
keadaan suci.'’

Talak sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk kedalam
talak sunni dan tidak pula masuk talak bid’i, yaitu: talak yang
dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli, talak yang

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang

H-.446

18 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)

" Abd. Rahmad Ghazaly, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. Ke- 2, H.194
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telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang
hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami

merujuk kembali bekas istri, makatalak terbagi dalam dua macam:

1. Talak raj’i adalah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada
istrinya yang telah disetubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dari
segada yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum
didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului
oleh adanya talak satu. Dalam hal ini suami masih mempuyai hak
untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan
darinya.

2. Talak ba’in ini seorang suami masih mempunyai hak menikah
kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang
suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Y aitu
jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui
penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya,
jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam talak ini
tidak ada perbedaan antara lafazh yang diucapkan secara jelas
maupun sindiran.

3. Talak Ba’in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan
suami istri. Talak Ba’in terbagi menjadi dua bagian:*® Talak Ba’in

Shugro, iaah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas

8 Azni, Ilmu Figih Dan Hukum Keluarga Perspekiif Ulama Treadisionalis Dan
Kontemporer, (Pekanbaru: Suska Press 2015), H. 155
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suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada
istri bekas istrinya itu. Talak Ba’in Shugro, ialah talak yang
dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga Kkali.
Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubro
adalah segala macam yang mengandung unsur-unsur sumpah

seperti ila, zihar, dan li’an.

3. Kesaksian dalam talak

Alat bukti yang dapat digjukan dalam pembuktian merunut hukum

Islam sebagai berikut :

1

Ikrar (pengakuan) yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau
tergugat atau pihak-pihak lainnya mengena ada tidaknya sesuatul.
Syahadah (saksi) yaitu orang yang memberikan keterangan di
muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang
sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami
sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.
Yamin (sumpah) yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang
memberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau
keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa tuhan dan percaya
bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar
akan dihukm olehnya.

Riddah (murtad) yaitu pernyataan seseorang bahwaiatelah keluar

dari agama islam (murtad) tata cara pernyataan riddah ini hampir
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sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya lebih
bersifat formal dihadapan pemuka agama lslam.

5.  Maktubah (bukti tulisan) yaitu bukti-bukti tertulis dimaksud di
sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

6. Tabbayyun (pemeriksaan koneksitas) yaitu upaya peroleh
kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksa majelis pengadilan yang
lain dari pada majelis pengadilan yang memeriksa.*®

Jumhur fugaha’ baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa

menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena itu sebagian dari hak suami
maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada
dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi.
Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah
tidak jadikan hak pada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam

Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman,apabila  kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-
Ahzab ayat 49)

¥ Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2008), Cet. 3, H. 143-148
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Jumhur fugaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa
dipersaksian dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga
suami bisa sgja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan
dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi.
Menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat
yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak.

Adapun pendapat para ulama yang berkaitan dengan saksi talak adalah:

1. Jumhur fugaha baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa
menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu bagian dari
hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan
haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang
menunjukkan adanya saksi. Taak adalah hak suami, Allah
menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada
orang lain.

2. Sayyid Sabig dalam kitab figih sunnahnya yang menjelaskan
bahwa isam memberikan hak talak semata-mata kepada suami,
karena islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan
yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

3. lbnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman
Ghazali mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi yang
menikahi, karena itulah dia berhak menahan istri yakni
merujukinya. lbnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang

menghadap Rasulullah SAW ia berkata: ya Rasulullah, tuan saya
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mengawinkan saya dengan seorang perempuan, kemudian tuan
saya akan menceraikan saya dengan perempuan itu, “hai orang-
orang, bagaimana kamu ini, mengawinkan budak laki-laki dengan
budak perempuannya kemudian akan menceraikanya. Talak adalah
milik orang yang memegang kendali (suami)”. (HR. Ibnu Majah)
Ja’far Subhani dengan mengutip pendapat Al-Qurtubi menyatakan
firman Allah SWT: dan saksikanlah memerintahkan kepada kita
untuk menghadirkan saksi dalam melakukan talak. Kemudian
persaksian itu sunnah menurut Abu Hanifah.

Abu Daud dalam sunanya meriwayatkan dari Imran Bin Husnain,
ketika ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan baik
pada talak dan rujuknya, ia berkata “engkau talak tanpa mengikuti
sunnah dan engkau rujuk tanpa mengikuti sunnah. Persaksikanlah
dan rujuk dan jangan diulang.

Abdurrazzaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya
kepada imran bin husain tentang seorang laki-laki yang menolak
isteri dan tidak dipersaksikan. la berkata “seburuk-buruk orang itu
berbuat, ia mencari isteri bit’ah dan merujuknya tidak mengikuti
sunnah dan hendaklah engkau persaksikan talak dan merujuknya
dan mohon pengampunan kepada Allah.

Al Hafidz Ibnu Kasir meriwayatkan dalam tafsirnya dari 1bnu
Juraij, bahwa atha’ berkaitan dengan firman Allah “dan

persaksikanlah kepada dua orang adil” berkata: “tidak boleh dalam
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nikah, talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai
firman Allah tersebut kecuali udzur.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam surat At-
Thalag ayat 2 ini. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan kesaksian
disini adalah rujuk. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya.
Menurut imam as-syafi’i hukumnya adalah wajib berbeda dengan sebagian
pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnat. Mereka
berdalil dengan firman Allah “dan persaksikanlah apabila kamu berjual
beli”. Bentuk perintah disini menunjukkan makna wajib, selama tidak ada
garinah (tanda) yang menunjukkan kepada makna sunnah. Kelompok ini
berdampak bahwa talak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang
saksi yang adil yang berkumpul disaat penjatuhan talak.?

B. Putusan
1. Pengertian Putusan

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses pengajukan gugatan
penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian
dan kesimpulan yang digjukan baik oleh penggugat maupun tergugat selesai
dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin
dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara
tersebut. Putusan adalah barang yang sudah di putuskan, sedangkan
keputusan adalah kesudahan, penghabisan tidak berkeputusan, tidak

berkesudahan, sesuatu yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh majelis, dan

2% syukran Dan Andi Putra, Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para
Fugaha, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No.2 Desember 2017, H. 103-107



34

tinggal menantikan tindakanya sesuai dengan pendapat dari keterangan itu
dapat diambil bahwa dia memberi kesempatan kepada pegawainya untuk
melalukan perbuatan pidana.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau
dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan
sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan
tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian
hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai
aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan peradilan
harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan
peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis
dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.®*

Putusan disebut vonnis (belanda) atau al-gad’u (arab), yaitu produk
Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam
perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Putusan peradilan perdata
(peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari

pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat

2 Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka Cipta,
2009), Cet.2, H.124
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sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum.?” Putusan adalah
keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.
Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.?®

Putusan hakim adalah suatu pernyatan yang oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyel esailkan suatu perkara atau sengketa
antara para pihak. Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk
menyel esaikan atau mengakhiri perkara perdata.®*
2. Susunan Dan |s Putusan

bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman
pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama
adalah sebagal berikut:
a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian

atas keputusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

2007),

% Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
H.203

% Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka

Pelgjar,2004), H. 167

# Moh Taufik Makarao, Op.Cit., H.124-125
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Yang Maha Esa” (Pasal 2 (1) UU No. 48/2009). Kepala putusan ini
memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila putusan ini tidak
dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat
mel aksanakan putusan tersebut.

Di lingkungan peradilan agama: tiap penetapan dan putusan dimulai
dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim Diikuti Dengan Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) A UU
No. 7/89 Tentang Peradilan Agama).

. Nama Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara

Sesudah kepala putusan , maka dicantumkan pada baris selanjutnya
nama Pengadilan Agama yang memutuskan yang sekaligus disertai
menyebutkan jenis perkara, misalnya “ Pengadilan Agama Pekanbaru,
yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat peratama, perkara
gugatan cerai.”

Penyembutan perkara yang bersifat gugatan kumulatif cukup
menyebutkan sgja induk perkaranya. Misalnya perkara gugatan cerai
yang diserta nafkah isteri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama,
dapat disebut saja “perkara gugatan cerai.”

. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lau

identitas tergugat. Pemisah keduanya itu ialah dengan tulisan dalam

barisan tersendiri yang berbunyi “berlawan dengan.”
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Identitas pihak ini melipti nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti
ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur,
agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau
tergugat. Jika kumulasi penggugat atau kumulas tergugat, sebutan
sebagal penggugat atau tergugat ke berapa, misalnya penggugat |,
penggugat 2, tergugat | atau tergugat 2 dan sebagainya. Jika memakai
kuasa, sebutkan identitas pemegang kuasa itu, berikut nomor dan tanggal

surat kuasanya.

Kalau daam proses conventie dan reconvie atau intervens atau
vrijwaring, status pihak tersebut harus disebutkan pula, misalnya “yang

dulu penggugat contenvie, kini sebagai tergugat dalam reconventie.”

. Duduk perkaranya (bagian posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat,
keterangan saks dan hasil dari berita acara sidang lengkapnya tetapi
singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti
lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Pengadilan di bagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat
bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum
sertadalil-dalil atau alat-alat bukti yang digjukan oleh kedua belah pihak.

Sekalipun perkara reconventie atau intervensi atau vrijwaring
misalnya, tentang duduk perkaranya tidak perlu dipisah-pisahkan
tersendiri, jadi tidak perlu “duduk perkaranya dalam renconventie” dan

“duduk perkaranya dalam reconventie”dibuat sendiri-sendiri. Begitu pula
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dalam intervensi atau vrijwiring. Tegasnya, gabung sgja dalam satu
duduk perkaranya yang mencakup keseluruhan, yang memuat hal-hal
yang disebut diatas tadi.?

. Pertimbangan hukum dan dasar hukum

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua
bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan
tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/ 23 UU No0.14/1970
menentukan, bahwa setigp putusan pengadilan dalam perkara perdata
harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan
dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara,
biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada
waktu putusan Pengadilan diucapkan.

Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan
jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek
dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan.
Adanya alasan sebagal dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai
nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa.

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk
perkara” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya,
alat-alat bukti yang digjukan harus ditimbang semua secara seksama satu
persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak.

Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan

% Roihan A Rasyid, Op.Cit., H.205-206
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sebagal pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara
karena kalah.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan
perundang-undangan negara dah hukum syara’. Peraturan perundang-
undangan megara disusun menurut urutan dergjatnya, misalnya undang-
undang didahulukan dari peraturan pemerintah, didahulukan dari undang-
undang nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undangan
tersebut tentang apa, tahun dan nomor lembaran negara.

Dasar hukum syara’ usahakan mencarinya dari Al-Qur’an, hadist,
Qaul Fugoha’, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum.
Mengutip alquran harus menyebut nomor surat, nama surat, monor ayat.
Mengutip sanadnya, bunyi matannya, sigpa pentakhrijnya dan disebutkan
puladikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebut siapa pengarang, nama
kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun diterbitkan, tahun terbit,
jilid dan halamanya.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai

kemungkinan:

1

Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah
yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini
tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak
untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan

men;j elaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
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2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak
semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-
pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi
independensi Hakim yang bersangkutan.

3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen
hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang
harus disel esaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya,
sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya.
Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun
cukup menentukan kualitas putusan.

Pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan
dengan amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan hukum itulah
yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak
memuat pertimbangan hukum cukup menjadi alasan untuk digjukan upaya
hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi
putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.?®
f. Diktum atau amar putusan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan
salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut

supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab

% Https://Trimenhukumbl oganda. Blogspot.Com/2014/07/Pertimbangan-Hukum-Ol eh-
Hakim-Dalam.Html. Diakses Tanggal 7 Agustus 2019
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pemintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan
tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan
suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang
disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Y ang
paling penting dalam amar atau diktum ini iyalah tentang pokok perkara,
yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum itu ditetapkan siapa
yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu.
Dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara rinci isi putusan telah
tertuang dalam pasal 109, yaitu:
1. Putusan Pengadilan harus memuat:
a. Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat
kedudukan para pihak yang bersengketa.
c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.
d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang digukan dan hal
yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
e. Alasan hukumyang menjadi dasar putusan.
f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
g. Hari, tanggal putusan, nama hakim dan memutus, nama panitera,

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
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Pembuktian

Yang dimaksud dengan “pembuktikan” adalah menyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang
dalam suatu persengketaan.?” Menurut Subekti pembuktian adalah suatu
daya upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara, yang
sedang disengketakan dimuka pengadilan atau yang diperkara ole hakim.
Sedangkan menurut Yahya Harahap pembuktian adalah kemampuan
penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk
mendukung atau membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa
yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.?®

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR dan RBG
ketentuannya dapat kita temukan pada pasal 164 HIR dan 184 RBG (pasd
1866 KUH perdata) yaitu:
¢  Bukti surat

Alat bukti surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca
dan yang menyatakan suatu buah pikiran.?

. Bukti saksi

2007),

" Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
H.144

% Abdul Manan, Op.Cit, H.227

# Gatot Supramono, Op.Cit, H.24
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Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan aat bukti yang
bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang
dikemukan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim®.
Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa
(kgadian) orang yang di minta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat,
menyaksikan atau mengetahuinya agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat
memberikan keterangan yang membenarkan bahwa suatu peristiwai itu
sungguh terjadi, orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan
untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan)
yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui peristiwa orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan atau
Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengarnya, di lihatnya atau
dialami sendiri. Ulama fikih menyebutkan kesaksian yang diberikan
seseorang dengan al-isbat (pembuktian) yaitu mengemukakan keterangan
dan memberikan dalil yang dapat menyaksikan. Jumhur (mayoritas) fugoha
(ahli figih) menyebutkan al-bayyinah yang di artikan dengan syahadat atau
persaksian, yaitu suatu ungkapan tentang berita yang di benar di depan
sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan
sesuatu atas diri orang lain.*

Kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula,

karena sudah sewgarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di

3 Baiquni, Syawaqji, Kamus I stilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996), H.398
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persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami
peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang berperkara. Sedangkan menurut
Sudikno Metrokusumo kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada
hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan seecara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu
pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang
sebagal saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan
tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri
dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan
keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan
dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan, demikian dapat
dismpulkan dari keterangan pasal 171 HIR (pasal 1907 KUH perdata
berbunyi;

1. Daam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan
saksi.

2.  Perasaan atau sangkaan yang istimewa, yang terjadi karena kata akal,
tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian itu, jeladah bahwa saksi tidak begitu sga
memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa
memberikan aasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus pula
memberikan alasan-alasan tentang keterangan dan hal-hal yang ia lihat dan

ia alami sendiri. Juga keterangan saksi itu harus dikemukakan dengan lisan
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dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh tertulis atau diwakilkan

orang lain.** Agar bukti memenuhi kekuatan pembuktian, agar saksi

haruslah memenuhi syara-syarat saksi:

1

2.

Orang yang sehat pikiran, mental, dan ingatanya.

Saks tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak cakap hukum,
misalnya saksi belum dewasa atau saksi masih di bawah pengampuan.

Saks tidak dapat diterima sebagal saksi bilamana mempunyal
hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan, dengan yang
berperkara.

Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui
secara langsung suatu peristiwa dengan demikian saks tidak boleh
mendengar suatu peristiwa dari orang lain, mendengar atau melihat
dari orang lain. Saks adalah orang yang mengalami atau menyaksikan
sendiri suatu peristiwa.

Saks haruslah lebih dari satu orang. Satu orang saksi bukanlah saksi
artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka
saksi yang digjukan harus lebih dari satu.®

Supaya saksi-saksi yang digukan oleh para pihak dapat di dengar

sebagai alat bukti, maka harus memenunhi syarat-syarat formal dan materil.

Syarat formal aat bukti saksi:

% Teguh Samudera, Op.Cit, H.58-59

% Di Akses Tanggal 11 September 2019 Http://Www.Gresnews.Com/Berita/ Tips/71934-
Syarat-Syarat-Saksi/
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1.  Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.

2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.

3. Bagi kélompok yang berhak mengundurkan diri, meyatakan
kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.

4.  Mengakat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat materil alat bukti saksi:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang diaami,
didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.

2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan
yang jelas.

3. Keterangan yang diberikan oleh saks harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.

Dalam pasal 169 HIR pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH perdata
dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi sgja tanpa alat bukti lainnya
tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi
(unus testis nullus testis). Keterangan seorang saks jika tidak ada bukti
lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebaga alat bukti
saksi.¥

Ada empat kategori orang yang dilarang menjadi saks berdasarkan

pasal 145 HIR dan 172 R.Bg yaitu:

% Abdul Manan, Op.Cit, H.250-251
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1. Keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus
dari pihak yang berperkara.

2. Suami atau istri dari salah satu pihak sekalipun sudah berceai.

3. Anak-anak dibawah umur. Anak yang belum mencapai umur 15 tahun
(pasal 145) ayat 1 dan HIR pasal 1912 (1) KUH perdata selanjutnya
menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar
keterangannya dengan tidak di bawah sumpah.

4.  Dan orang gilasampai ia dikatakan sembuh.

Berdasarkan pasal 146 ayat (1) HIR dan pasal 174 ayat (1) R.Bg orang
berhak mengundurkan diri sebaga saksi adalah:

1. Saudaradanipar dari salah satu pihak yang berperkara.

2.  Keduargaistri atau suami dari kedua pihak yang berperkara.

3.  Orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia
jabatan.®

¢  Sangkaan
Sangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang

atau oleh hakin ditariknya dari suatu peristiwa yang terkena ke arah suatu

peristiwa yang tidak terkenal. Menurut Prof. A. Pitlo hakim memberikan
pendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari
fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti HIR hanya
memberi petunjuk bagi hakim tentang cara menggunakan persangkaan,

yaitu dalam pasa 173 HIR dinyatakan bahwa jiwa sangka itu penting,

¥ Abdul Manan, Op.Cit, H.250
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saksama tertentu dan ada kesesuaian satu sama lainya, maka persangkaan itu
dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan
perkara.*®
¢  Pengakuan
Sebagaimana diketahui dalam pasal 163 HIR bahwa pengakuan adalah
salah satu aat bukti yang sash menurut undang-undang. Namun ada yang
berpendapat bahwa pengakuan bukan sebagai alat bukti, karena pengakuan
berasal dari pihak lawan, dimana tergugat membenarkan dalil gugatan,
sehingga pihak tergugat tidak perlu lagi membuktikannya.
Daam pasal 176 HIR menunjukan bahwa pengakuan yang diberi
tergugat terdapat tiga macam, yaitu:
1)  Pengakuan sesungguhnya
2)  Pengakuan sesungguhnya adalah tergugat dalam jawabnya mengakui
secara sungguh-sungguh apa yang telah diadami penggugat. Jadi
pengakuan tergugat betul-betul membenarkan dalil gugatan.
3) Pengakuan dengan kwalifikas
Pengakuan dengan kwalifikasi adalah tergugat tidak mengakui dengan
sepenuhnya, akan tetapi di dalam jawabannya ada sebagian yang
membantah dalil penggugat.

4)  Pengakuan dengan klausula

% Teguh Samudera, Op.Cit, H.74
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Pengakuan dengan klausula adalah apa yang di dalilkan penggugat
diakui tergugat dengan sesungguhnya tetapi disertai keterangan
tambahan yang membebaskan dirinya dari tuntutan penggugat.*’
¢  sumpah
sumpah adalah keterangan yang diberikan seorang dengan mengatas
namakan tuhannya. Keterangan yang diberikan di bawah sumpah di
pandang sebagai keterangan yang selalu benar. Orang yang mengakat

sumpah adalah pihak yang berperkara yaitu penggugat atau tergugat.®

3" Gatot Supramono, Op.Cit, H.39-42

% |bid, H.44
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Alasan Pengadilan Agama Pekanbaru menolak terhadap perkara cerai
talak ini karena Pengadilan Agama Pekanbaru hanya menilai saksi yang
digukan pihak pemohon tidak memenuhi sebagai syarat saksi formil dan
materil. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima perkara
ceral talak ini dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
adalah ia melihat dari pengakuan bahwa terbanding mengakui dalil-dalil
gugatan atau alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, dan melihat
dari sis kondis rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada
tergambar keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pengadilan Tinggi Agama Riau memutuskan perkara ini berdasarkan
pasa 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
dan pasa 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan
pasa 116 huruf (f) kompilas hukum islam, berdasarkan peraturan inilah
Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima permohonan pembanding
untuk mengucapkan ikrar talak,. Undang-undang ini menjelaskan bahwa

perkawinan antara pembanding dan terbanding tidak bisa lagi

73
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diperkatahnkan, karena sudah rapuh dan pembanding tidak ingin
berdamai, ia hanyaingin berpisah.
B. Saran
Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis mencoba
memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembanagn
ilmu hukum dan bagi pelaksanaa hukum dalam masyarakat. Adapun saran-saran
tersebut adal ah:

1. Saran bagi masyarakat diharapkan terus menggali informas dan
pengetahuan mengenal masalah-masalah terkait dengan perkawinan,
khususnya tentang perkara cerai talak, agar pengetahui dan mengerti
tindakan yang harusnya dilakukan apabila mengalami atau mengetahui
orang terdekat mengalami masalah-masalah tersebut, maka pihak
perperkara dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama
(Pengadilan Agama bagi yang beragama islam) untuk perkara bisa
diselesaikan.

2.  Saran bagi lembaga sudah seharusnya lembaga pengadilan harus lebih
meningkatkan kualitas peradilan yang sudah ada, khususnya kualitas dari
penegak hukumnya, agar dalam mempertimbangkan perkara harus
diperhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kekeliruan dalam

mengambil keputusan.
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Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
Majelis telah
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w o :
«menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai
w

galak antara:

P_Muhammad Wirhan Azhari bin

= pendidikan  S.2, pekerjaan Dokter, kewarganegaraan

Harun Badilla, umur 46 tahun, agama Islam,

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Komplek Puri
Merpati Indah Blok E No. 5 - Rt 006 Rw 007 Kelurahan
Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemachon;
MELAWAN
Desi Suryani Wahid binti Abcdul Wahid Ramli, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan S.1, pekerjaan lbu rumah tangga, kewarga-
negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tiung Ujung,
Komplek Puri Merpati Indah Blok E No. 5 - Rt 006 Rw 007
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki

Kota Pekanhart, selanjutnya disebut sebagal Termohon;

Fengadilan Agama tersebu
Telah membaca berkas perkara Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Keterangan Termohon dan

eterangan saksi Pemohor

2~

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mencaiukan permohonan secara tertulis dengan surat

ermohonannya bertangga! 06 September 2017, yang diterima dan didaftar di

——
O
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Kepaniteraan Pengadi 4~ Pekanbaru di bawah Register Nomor
1229/Pdt G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 September 2017 dengan alasan-

alaggan sebagai berikut: P
ks %ahwa pada tanggal 09 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon
afnelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
“Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sesual
i(utipan Akta Nikal ivomor : 44/17/V/1997 tanggal 10 Mei 1997;

%ahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

Z
ciinggal JI. Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E No. 5 - Rt 006

)

Buepun-6uepun 16unpuljg eidin ey

SRW 007 Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki - Pekanbaru - Riau.
mBahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

3.
?joercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah
“dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
1. Fadhlurrahman Wide Putra, Umur 19 Tahun, Laki-Laki;
2. Ahmad Figry Wide Putra, 13 Tahun, Laki-Laki;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun
—

ggl@_ggﬁentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah,

yang disebabkan oleh:
Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga,

P

= ‘

gb. Termohon saat itu melawan dan tidak mau mendengar saran dar

@ nasehat dari pemohon sehingga timbul konflik besar,

m .

5c Termohon menjatuhkan harga diri Pemohon di hadapan keluarga
Pemahon (adik-adik Pemohon);

. Sikap Termchon selalu kasar dan keras seiia ingin menang sendiri

sehingga ketika diajak bicara / diskusi selalu terjadi pertengkaran;

Ketika konflik Termchon pernah mengeluarkan kata-kata makian yang

(4]

sangat kasar serta memukul kepala Pemohon;

5 —Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohen dengan Termohon

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya
s o

a. Pemohon sampai saat ini merasa sangat kecewa dan sakit sehingga

tidak bersedia memenuhi kewajiban batin sebagai suami;

=

Halaman 2dari 18 halaman perkara nomor 1287/Pdt G/2077/PA.Pbr. tanggal 22-11-2017 #
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b. Pemohon dan Termolorsudah pisah ranjang

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan Jalan ey

gwusyawarah namun tidak berhasil;
7 CBahwa akibat tindakan Termohon tersebut di, atas, Pemohon sudah tudak
ganggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan
E_Eemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
i;engan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon
‘menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru,
%ahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohcnan Pemohon telah

“memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9

£0

STahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

g Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis
Hakim yang menyidangkan permohonan Pemchon untuk menetapkan hari
sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa rdan
mengadili dengan meristuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

023‘ Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Wirhan Azhari bin Harun
,5_4: Badilla) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (Desi
; Suryani Wahid binti Abdul Wahid Ramli) di hadapan sidang Pengadilan
g Agama Pekanbaru ;

:Gé, Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku:
%UBSIDER

:-Apabila Maijelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan
@ang seadil-adilnya:
(=)
a Bahwa untuk peineriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
=

Pe‘glohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan

te%ebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon

jurek

hadir di persidangan secara in person;

Halaman 3dari 18 halaman perkara nomor 1287/Fdt G/2017/PA Pbr. tanggal 22-17-2011

nery wise




‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ¥nuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
o}

‘nery eysns NN Jelem BueA uebunuaday uexibniaw jepy uednynbuad g

‘yejesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | eluey uesiinuad ‘uenduad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnuesusw eduej 1ul sin) eA1ey yninjes neje uelbeqges diynbusw Bueleq ||

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid yeH

e A S

R —————

QAL!N;\M ..%..r:-. i j— =i n‘ 1458

Bahwa, karena Pemohonﬁmohon hadir di per31dangan maka
Maiglls Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon
sebagalmana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989’
tengang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil; ~ *

- Bahwa karena perdamaian antara Pemohon dengan Termohon
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
193{9 tentang Peradilan Agama tidak berhasil, maka perdamaian antara
Pemohon dengan Termohon diupayakan melalui proses mediasi dengan
meiaiator hakim yang bernama Drs. Abdul Aziz, M. HI yang disepakati oleh

w
Pemohon dan Termohon;
Q

A Bahwa Mediator telah melakukan tugasnya memediasi Pemohon
deggan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2017 dan melaporkan hasil
Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Hakim Ketua
Majelis pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan hasil bahwa antara Pemohon

dengan Termehon tidak berhasil mencapzi kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena mediasi antara Pemohon dengan Termolion tidak
berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan permohonan Pemolon

yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemochon;

w Bahwa terhadap permohonan Pemchen tersebut di atas Termohon telah

=
<]

memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 1 Novemebr 2017 yang pada
pokoknya sebagai berikut:

8
1 E'Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 1997, telah dilangsungkan perni ahan

g_antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanaka 1enurut
5 hukurm dan sesuai dengan tuntunzn ajaran agama Islam dar pernikahan
E—'tersemn telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). ec Padang
© Barat. Kota Padang Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
5:_No 44/17/\//1997 bertanggal 10 Mei 1997

22 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan

kehendak kedua belah pihak yang bertujuan untuk

o
D)
=3
B
)
/)
5
=3
3

- memberituk dan menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Halainan 4dzri 18 halaman perkara nomor 1287/Pdt G/2017/PA.Pbr tanggai 22-11-2017
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rahmah hingga maut memisahkan badan sebagaimana jadi suci seh|ddp '

gemati yang telah pemohon dan Termohon ucapkan;
Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Term
ma bertempat di Jalan Tiung Yjung, Komplek Puri Merpati
W. 007, Kel. Labuh Baru Timur Kec.

ohon tinggal di.rumah.~

Kediaman bersa
-aopdah Blok E, No. 5. RT. 006/ R
Payung Sekaki, Pekanbaru-Riau;

elama masa pernikahan tersebut, Pamohon dan Termohon
a suami istri (ba'da dukhul) dan telah

%ahwa benar s
Yelah berkumpul sebagaimana layakny
ﬁikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

FADHLURRAHMAN WIDE. PUTRA. Lahir di Padang, tanggal 15

Februari 1998.

AHMAD FIQRY WIDE PUTRA, Lahir di Padang, tanggal 07 Maret

NELY B SN

2004.

Bahwa benar selama menjalani masa
kehidupan rumah tangga Pemohon dan

pernikahan dan hidup berdua

sebagai pasangan suami istri,
h dengan kebahagiaan dan sangat harmonis yang mana

gia dan sangat bersyukur karena

Termohon penu

Termchon merasa sangat baha

mendapatkan seorang suami yang sangat mengerti dan menyayangi

n sangat sabar walaupun mungkin sering Termohon
i, kemudian benar bahwa beberapa
ga Pemahon dan

Termohon denga
gsmengecewakan Pemohon selaku suam

-
® hulan belakangan ada terjadi kekakuan dalam rumah tang

o

> Termohon yang juga disertai beberapa percekcokan/ petengkaran yang

§mana menurut Termohon hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam
kehidupan berumah tangga, namir demikian Pemchon dan Termohon
tetap hidup berdampingan dan Termohon tetap melayani darn mele nakapi
segala bentuk kebutuhan Pemohan seperti biasannya;
Bahwa yang sebenarnya terjadi, Temohon beserta dengan keiuarga besar

Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan sangat terkejut serta masih

tidak percaya jika suami yang sangat Termohon cintai telah mendaftarkan

Permohananan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Pekan
yon yang lebih memilih untuk meninggalkan

haru, disertai

engan keputusan Pemot

o

rumah dengan hidup seorang dir di kos-kosan sejak sebulan terakhir ini,

Halaman Sdari 18 halaman perkara Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr. 1anggal 22-11-2017 *
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sehingga yang dapat Termohon lakukan hanyalah bertawakal dan berdoa 3

gepada ALLAH SWT serta mengupayakan berbagai macam cara agar
“Pemohon dapat kembali pulang dan hidiup bersama di rumah yang sama /./’
Ejbersama dengan Termohon berserta dengam anak-anak, sebab sampal
adengan saat ini yang Termohon inginkan hanyalah mempertahankan rumah
?tangga yang telah dijalani selama 20 tahun lamanya, Termohon juga
>persedia dan berjanji lebih menghargai Pemohon selaku suami serta
g)erusaha untuk menjadi istri yang lebih baik lagi demi kepentingan anak

vanak Termohon bersama dengan Pemohon;
=
;Bahwa selain itu sebelum adanya Permohonan Cerai Talak, Termohon juga

I}elah meminta bantuan dari pihak keluarga (daiam hal ini abang-abang dan

“kakak Termohon) guna untuk mengembalikan keharmonisan dalam ruman

Ctangga Pemohon dan Termohon, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2017
abang Termohon bernama AMI TAHER dan DORI DARIADI datang ke
Pekanbaru guna untuk membujuk dan meminta Pemohon untuk dapat
memaafkan kesalahan Termohon dimana pada saat itu Termohon juga
barjanji untuk akan lebih menghargai suami dan Termohon merasa sangat
menyesal atas kesalahannya yang telah mengecewakan Pemohon sebagai
seorang suami;

Bahwa benar perceraian adalah satu hal yang boleh diLakukan namun

angat dibenci oleh ALLAH SWT oleh karena itu berdasarkan Perafuran

'(:'7

emerintah (PP) No. 9 Tdhun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang

A )

1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) maka alasan alasan perceraian

|

; diperbolehkan serta dapat diterima oleh Pengadilan Agama nu
batasi menjadi 6 (enam)

.1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yana sukar disembuhkan;

b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yarg sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (hma) tahun atau

hukuman -yang lebih berai setelah perkawinan berlangsung,

Halzman 6dari 18 halaman ¢ \omor 1287/Pdt.G/2017/PA Por tanggal 22-11-2017 #
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@Aﬂ%‘*ﬁeﬂ i | PERESE -4
Pemohon dapat menyelLeefkan“Ee‘ fmasalahan yang ada tanpa adanYa

©
&erplsahan serta dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sepem |

\a.}\:‘ {;“5“1 .

Sebelumnya, selain itu Termohon sangat mencintai Pemohon %Phlngga»‘;x
_germohon tetap pada pendirian dan ketetapan hati untuk tidak bercerai. dan
tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak yang masih butuh
?lan memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
> Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Termohon
seb%galmana tersebut diatas. kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengarlili perkara ini berkenan untuk
memberlkan Putusan dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut:
T QMenerlma dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
2. ﬁMenyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. “Menolak memberi i7in kepada Pemohon MUHAMMAD WIRHAN AZHARI
Bin HARUN BADILLA untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
DES| SURYANI WAHID Binti ABDUL WAHID RAMLI -di depan persidangan
di Pengadilan Agama Pekanbaru.
4  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
Apabila Ketva Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
@ Bahwa terhadap |awaban Termaohon tersebut  Pemohon telal
mé’g’ngajukan replik secara lisan pada tanggal 1 No ember 2017 yang pada

po@knya tetap dengan dalil permohonannya;

+¥]

8 .

= Bahwa terhadap replk Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan
i\ @ik secara lisan di | pada tangal 1 amber 2017 yang pads
po ﬁoknyatetapc hgan jawabannya;

@

= Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemachon,
Pefachon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta

5]
Nigah Nomor 44/17/V/19¢7 tanggal 10 Mei 1997 vang dikeluarkan oleh Kantor
Urgsan Agama Kecamatar Padang Barat, Kota Padang yang telah dibubuhi

7 , . : .
n‘%teral secukupnya, darn i=lah disesuaikan dengan aslinva oleh Hakim Ketua
o R . S ) e 8 . 3
Majelis dan ternyata sestis! Lemudian oleh Hakin Ketua Majelis diberi tanda

ﬁtl P.1 dengan tinta lniam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

17 W

tialaman 8dari 18 halamen perkara nomor 1287/Pdt G/2017/PA Fhb tanggal 22-11-20
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n oleh Pemohon te‘r_sebuf

Bahwa atas alat bukti tertulis yang diajuka

errﬁ%hon tidak menga;ukan keberatan;
Q::)r Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Juga
y bernama M. Taufiq Azhari

Fatmah Badilla binti

g e3diD eH

amquhadlrkan tiga orang saksi yang masing- -masin

ébln Harun Badilla, Azhariah Khalida binti Harun Badilla dan

gHar&Bs Badilla yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah

@ sun@ah pada pokoknya sebagai berikut:

uep

c

3

§Sal€§| |. M. Taufig Azhari bin Harun Badilla;

@ o
“Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
P

“Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1997;

gléahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Padang;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Padang, kemudian pindah ke Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di JI. Tiung

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yejesewl njens uenelu i :
] 1} neje My UESHI"IUGd UEJOdE| ueunsnAuad yeiwi E.&JE){ UES!II‘IUSd ‘UE!Z].HSUBd ‘uewplpuad UEBU!lUSdGﬂ Hnjun eAuey UBdIlnﬁUBd
: H ol : - e

Pekanbaru,

Bahwa Pemchon dengan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah

lagi, hal ini saksi ketahui berdasarkan ceriia Pemohon kepada Saksi;

]
guins ueyngaiusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy A1y yninjgs neje ueibegss dunﬁueuu Buese|q |

mBahwa yang Saksi ketahui antara Pemcion dengan Termohon ada
-~
® masalah rumah tangga, hal ini Saksi ketal i dari pembicaraan keluarga,
wn
gsedangkan Saksi tidak pernah melihat kejadiznnya,
EBahwe ketera kai sudah cukup dan dak ada lagi yang akan Saksi
e P
=.sampaikan
& amp A
(1°]
S@(Sl I Azhariah Khzlid= binti Harun Badilla
< Ay
ghBahwa Hubungan Pemohon dengan Termoliol adalah suami istri;
m . .
£ Bahwa Pemohon menikah dengan Termoher pada tahur: 1997
L ol
~
; Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termenen barlangsung di Padang:
=
j+¥]
o
Lo 2
=
V]
=,
8
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h menikah Pemohon dan Termohon bertempat tlnggal"fdi'

L

Bahwa Setela
I@dang setelah itu pindah ke Pekanbaru dan terakhir tempat kedlaman '

A

i
ngrsama di Pekanbaru; "_‘___ _
n memasukkan perkaras ini ke Pengadilan Agama

gahwa sejak Pemoho
tinggal satu rumah lagi, hal

Pekanbaru, Pemohon dengan Termohon tidak
%4 karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

%hwa Saksi mendapat telpon dari Pemohon sewaktu Pemohon dengan

fermﬁ\gn_b-ertengkar kejadiannya pada bulan Maret 2017 dimana ketlka itu

ya bersepakat merenofasi_rumah orang fua

g)aksi bersama saudara lainn
ban, kebetulan adik

dengan cara patungan dan semuanya dikenakan be
gsu sedang melanjutkan pendidikan dan kebetulan
anggulangi oleh abang

xaksn yang bun
Ssuaminya tidak bekerja sehingga beban adik ini dit

Saksi (Pemchon) dan kebetulan Pemohon tidak memberitahukan hal itu

(Termohon), entah bagaimana kemudian Termohon

kepada isternya
menjadi beban adik Pemohon

mengetahui bahwa talangan dana yand

tersebut ditanggulangi oleh Pemohon sehingaa menimbulkan pertend jkaran;

Bahwa Pertengkaran itu terjadi pada bulan Maret 2017 dan Saksi lupa hari

dan tanggalnya: pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui

Ugelepon yang diparalelkan tiga, yaitu Pemohon, Termohon dai Saksi
gdimana pertengkaran melalui telpon membicarakan talangan perbaikan
'-rumah yang menjadi beban adik Pemohan yang dibayar oleh Pemahics dan
Bkepada saksi mini agar saksi membayar uang Pemohon tersebut dan
Amengirimkannya malam itu juga, sems ntare malam itu sudah pukul 23.00
E_\Nib, semeniaia kedengaran Pemohon Caliam telpon itu mengalaka jak
Eusah biarlah uda (Pemohon) yang membayal dan Termohan sanpat

~ada saksisama aja kalian kakak adik” tujuan omongan

(=
S mengucapkan

o ‘ .
S Termohon vang saksi tangkap Termohon itu menyatakan saksi sama

V5]

= bohongnva dengan Pemohon, hal itu juga i =mbuat Saksi tersinggung,

= o Bahwa Ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya, karena
<

8 waktu itu saxsl juga mendengar suala anaknys via telpon sambil >nangis
;mengam}-zz;-. ' tanie tolong bayar uang itu sekarang kalau tidak bermasalah
V]

=

=

E Halaman 10z 18 halaman perkara nomor DE7/CAL G/2017/PA.Pbr. tanggai 2=- _"'J‘iTJ
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Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 1997 di Padang;

“ L]
B o/l BT i
\/ﬂ besar", sementara Pemohon juga mengatakan tidak usah biarlah’;’uda‘r-yalng.i',.‘
i fHenanggulangi; ST AR
o I L A g K.
£  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikanj. i)
g e S S
g Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan; =F
o3 D
‘ESakgl Il Fatmah Badilla binti Haris Badilla
2 =
é Bawha hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
c C
&
@

ermohon bertempat tinggal di

()
cBahwa setelah menikah Pemohon dan T
iadi dokter

n pindah ke Panipahan karena Pemohon men)
ang karena Pemohaon mengambil
di Pekanbaru;

?adang kemudia
PTT disana, kemudian pindah ke Pad

cspesialis di Padang, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal

dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, sejak

Bahwa Pemohon
wohon hal ini Saksi ketahui dari

permehonan ceral ini diajukan oleh Pen

cerita Pemahon;

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g
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Bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termeohon karena

pertengkaran antara Pemohon dengn Termohon, hal ini Saksi

g

mengetahuinya dari cerita Pemohon;

=Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termeohion belum
-~

mpernah {idamaikan, tetapi Ter
namak Pemohon agai pihak keluarga

nohon telah berusaha mendatangi pinak

& keluarga/mamak- (mamak-mamak)

Jdaguns ueyin
q MingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey U siny eAley yninjas neje ueibegas diynfusw bBuele|q °|

&

= Pemchon bisa mendamai Pemohon dengan Termohon;

G - .

B Bahwa tidak ada lagl yang aka ampaitkan;

<

m i . .

@ Pemohon telah smepyampaikan kesimpulannya secara lisan di

=

p‘§rsndan_,_';-m sada tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya e nyatakan

) 2 .

tejap dengan permchonan Pemohon dan mohon kepada Malelis Hakim

= _
sedangkan Termohon |uga telah

mengabulican permohonan Pemohm
n%nyarmzu-%l.‘_—.n kesimpulannya secara lisan pada tanggal 8 November 2017

koknya tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

e

WA
=
@
o3
0N
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim

ukdp menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang: .

7
VL

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

ida

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

h sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

[

-~
= Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan per

Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

kara ini Majelis Hakim telah
memanggil
yangdimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1978, panagilan-pang an tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
j4Y]
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemochon dan
Termohon hadir secara in person di persidangan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),
2) dan ayat (4) Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1988 Tentang Peradilan

Ag8ma, akan tetapi tidak berhasil;
f+¥]

-~
® Menimbang, bainva karena Pemohon dengan Termoharn hadir di
wn
pefSidanyan pada sidang pertama maka telah diupayakan berdamai melalui
= . . 2
prases (nediasi sebagaimana diatlr dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan
Mati Agung Nomor ! 2016 Tentang Prosedur Mediasi d
Peﬁ dan antara Pemochon dan Termohon telah sepcatat memilih
[ ]
w / = K Y., Y
megiato” Hakim yang bernama Dis \bdul Aziz, M.HI;
e
= - : : : .
= Nenimbang bahwa, mediaior yang disepakati oleii Pemohon dan
w .
Temrolhon sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan
~*
o - = S
Mahl:2 Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
@)
Pehoa ielah melakukan mediasi dan hasilnya antara Pemohon dengan
"t
Tewrr tidek berhasil mencapai kesepakatan damai dan selanjutnya
=
V]
=,
8
R an 12dari 18 halamian perkara namor 1287/Pdt.G/2017/PA Phbr tanucal 22-11-2017 ¥
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\/ﬂ menerangkan antara Pemohon gan Termohon telah menikah, maka Majells

ab)
%)
o
()
Sy
i)
®
=)
o
oy}
o
oy}
~—
w
4%
©
jb)
3
job]
=)
(e
=
=
on
=
2
«
job)
=)
=)
c
=
=
3
jOb)
=
=
o}
=
QO
.
m
=
o
=7
o
==
o
(4]
)
©Q
AV
=]

)
s v
Sl'ermnhon Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh

&
Ec_kareu_na itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian

u\rén u
o
=
‘%—,
=
=
)
=
=
)
3

o
=
o
5

= Menimbang bawah karena Termohon membantah telah terjadi

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka

erd%sarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Pemohon dibebankan untuk

Buepun-Buepun 16
O_n pun!

P
mempuktikan dalil permoinonannya;

=
w ‘ . 7
—~ Menimbang bahwa, karena Pemohon mengajukan alasan perceraian

4]
deng,an alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis

Ha@m berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama syiqag sama
s menerus. oleh karena itu alat bukii yang
adalah saksi yang

dengan pertengkaran yang tersu
memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara [ni

berasal dari keluarga atau teman dekat Pemohon dan Termohon,

Menimbang bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan

alat bukii tiga orang saksi yang masing-masing bernama: M. Taufig Azhari bin

Harun Badilla, Azharial Khalida binti Harun Badilla dan Fatmah Badilla binti
wn

Hagfs Badilla;
o
=~ Menimbang bahwa saksi Pemohon yang Pertama bernama M. Taufig

AzEari bin Harun Badilla menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon

’g:-;h suami istri yang menikah di Padang pada tahun 1997 dan tempat tinggal
!:lé-mu Pemohon danazn =rmohon adalah di J ung Pekanbaru dan
Segf" ang tidak satu rwnah &gl karena ada masalah rumah tangga yand
diEtaui Saksi karena ada pembicaraan keluarga;

=8

® Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Azhariah
Khglida binti Harun Badilla menerangkan tidak pernah  mengetahui

z 4 _ ,

[—{Bengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapl pada bulan
f‘»‘i?,rei 2017, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang

~.h .

Sswsi dengar melalui parale! tiga percakapan telepon antara Pemohon

2 "

= Halaman 14dari 18 halamien perkara nomor 1287/Pdt.G/201 7/2A. Por. tanggal 22-11-2017 5
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gan bantuan membangun rumah yang
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ibaar oleh Pemohon atas Nama adik Pemohon yang kurang mampu 2 )
g Menimbang bahwa saksi Pemohon ketiga yang bernama Fatmah Badllla :
mthans Badilla menerangkan antara Pemohorn, dengan Termohon adalah
uam1 istri yang menikah di Padang pada tahun 1997 dan terakhir tinggal di
um@w kediaman bersama di Pekanbaru dan sekarang tidak satu rumah lagi,

are;ga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan hal ini

-Bue umlﬁuWU|ch eydin );a.[

ak§i ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

=
cn Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama M. Taufig Azhari

bin Harun Badilla, Azhariah KhWﬂ Fatmaﬁaﬁ;blnu
Harfg Badilla adalah berasal dari keluarga Pemohon dan n Termohon masing-
masg,ng adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah
memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis
Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R, Bg. dan PasMBg. saksi-

saksi yang diajukan Pemohan telah memenuhi syarat formil alat bukii saksj;

b‘uepu&

Menimbang bahwa saksi Pemohon M. Taufiq Azhari bin Harun Badilla
yang menerangkan mengetahui  pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon dari perbincangan keluarga dan Fatmah Badilla binti Haris Badilla

yang menerangkan engetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon
bergbsarkan cerita Femohon kepada saksi (testimonium de auditu), maka
Ma@lis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Femohon tersebut
meiﬁ'!enuhi maksud Pasal 308 R. Bg. oleh karena itu keterangan sais!
Pegwhon tersebul ticlak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenan
ig dapat diterima

< . : .

® Menimbang, bahwa saksl Pemohon kedua bermama Azhariah Khall
t:irg%' Harun Badilla menoetahui pertengkaran antara  Pemohon denga
TeRnohon secara langsung berdasarkan percakapan paralel telepon, mak=

wn
Magelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksl Pemohon yang kedua

telh memenuhi syarat maleril sebagai saksi, karenarnya akan dipertimbangkan

!eb(@\ lanjut
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nx)o

Sﬁull@s testis, oleh karenanya keterangan satu orang saksi Pe
ksi, kayena tidak dapat dlterlma

E?l

3ldakﬂmemen|h| batas minimal pembuktian sa

Buepun-Buepupn 1Bunpulp

Menimbang, bahwa kar

12

Saksi yang diajukan Pemohon hanya satu

B rar@ yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka unus testls :
mohon tersebut

& Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah dinyatakan oleh

Majghs Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Perfiohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

=

—~ Menimbang, bahwa lgw_hon menghadirkan tiga orang saksi
yan(gntelah dinyatakan [Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang

dlhubungkan dengan Pemohon yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil

permohonannya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 283 R. Bg dengan alat
bukll saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama,

berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Tahun 1989 Tentany Peradilan Agama maka perkara ini termasux

maka - Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf a Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7

biglang

perkawinan oleh kare . (. berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undaiig

Ungjang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya p:

dibebankan kepada Pemohon;

nery uusn)]'ipe&g ue}ns jo Ajrsiaarun o1

(¢]
Mengingat:

vat (1) Undang-Undang Nomor

5. Pasal 76 aya
Peradi!
Pasal 4S8 nhuruf Undang-Undang N
Perubahan Undang-Undang MNomcr
Peradilan Agaimna

ada kaitannya «1_an perkara ini

MENGADILI

enolak permohonan Pemohon,

Halaman 16darl 18

Pasal 171, Pasal 175, dan Pasal 303 R Bg

alaman perkara nomor 1287/5¢t

7 Tahun 1989 1

1 Tahun 200€

Aara

Tahun 1988  Tenlar

dan segala peraturan y&n

2(117/PA.Pbr. tanggal 22
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i& WA

IZ Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul

T dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua

b
P s

EI$

o0
?l\

h

NV VISNS NIN

ratgs empat puluh satu ribu rupiah).

oDemikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilam Agama Pekanbaru dalam

ufpuiig exdio ye

dang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 November 2017
iladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1439 Hijriyah oleh Drs. H.
alfgddm S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Mardanis. S.H.,

A.H. _Cdan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis
utusgp tersebut diucapkan pada tanggal 22 November 2017 bertepatan
engan tanggal 5 Rabiulawal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum
oleh grs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri
Drs. @ardanis, S.H., M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. dan masing-masing sebagai
Hakirlt Anggota Majelis dibantu oleh Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti

pg ﬁlmpugﬁ

Q R#be

dengan dihadiri Fernohon dan Termohon.
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Zahniar, S.H

laman 17020 18 halaman perkara nomor 1257/=at G/2017/PA.Pbr. tanggal 22
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5.000,-
6.000.-

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 150.000,-
Rp.241.000,-

Rp.
R

ya panggilan
ua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

sHak Redaksi

‘Bia
o
, illeterai
7El-umlah
w
[
w
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Q
=
Q
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11 %iaya pendaftaran

Rincian Biaya Perkara:
2. “Biaya ATK

R )
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. tm:@c:vm: :m:<m untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ikan-kepentingan-yang.wajar UIN Suska Riau.. . .
2 U__mqm:@ mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya E__m ini am_ma _um:E_A apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| 22-11-2017 3

[PAt.G/2017/PA.Phr. 1&

S
PLold,

18dari 18 halaman perkara n

m
—

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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O
©

@) A oW
# s
278 /
v Numor 0008/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

PUTUSAN

oI

©
S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
=

Pengadilan T? =i Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili
;fgrkara perdata tentang Cerai Talak pada Tingkat Banding, dalam
gersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

-~

dalam perkara antara pihak-pihak :
@uhammad Wirhan Azhari bin Harun Badilla, umur 46 tahun, agama

c

Islam, pendidikan S.2, pekeriaan Cokter,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat ‘inggal di Jalan
Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indzn Blok E Nomor 5
RT. 006 RW. 007 Kelurahan Labih Ban: Tunur,
Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, membe: kan
kuasa kepada H. Nuriman, S.H., MH. dan Yoanna
Ni-%&resna, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kanior
Pengacara Nuriman, Gusti & Associales, Jl Selsis Nomor

7)) . |
Y 7 Pekanbary dahulu sebagai Panciion,  seherang
fD &

~ Pembanding,

g melawan

A Survani Wahid binti Atdu Wahid Ramli, urnu '-'* ama
= ' h , 4

= Islam, po v S.1, pekerjai

< & i R

4 Kewargarns Indonesia, tempat 11 anTiu
wn . .
E Ujung, Kormpick Pigi Merpati Indah Bl ser, 5 Rl
= 006, RW. 007 Kelu irahan Labuh Baru T10ur Kecamatan
? Payung GSeraki Kota Pekanbaru, shult sebagal
= Tesmohon, sckarang Terbanding.

e adilan Tinggi Agama terscou

.

=

~

0

=,

2 Halomaa [ ! halpmar putusan Nomis T8 P TA.Phe
b~

e

c
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R T L
L Lk it —

e
glah membaca berkas perkara, putusan dan surat-surat yang
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mi[lw e3d|o

Mengutip sem:'= uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr,
tgnggal 22 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul
Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

‘P??_ Menolak permohonan Pemohon;

%D' Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang
“ timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar
Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Fermohonan Banding vanc dibuat Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tangaal U5 Desember 2017,
yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding menga;ukan permohanan
banding terhadap ,:.tusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor
1287/Pdt.GI2017/PA Pbr, tanggal 22 Nopember 2077 Masehi, bertepatan
gengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, parmohonan banding tersebut

%laah diberitahukan kepada pihak lawan (TermohanTerbanding) pada hari
Rabu, tanggal 06 Desember 2017 secara sempurna

g Membaca, tanda terma Memori Banding yara fibuat oleh Panilera
z jadilan Agama Hercl 3 hari Selasa 1= 10 Ddsember 2017
2‘ menyatakan bahw ohon/Pembandint ihkan Memc
E:-..:-J.ng, Memori Banding tersebut telah  libailshukan  kepada
“.F:i;rr:\uhcnﬁerbanding pada harl Kamis tanggal 14 Desember 2017,

’3; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengzad lan Agama Pekanbaru
!:a‘nggal 13 Desemt ... :-017 vang menyatakan bahw: Terohon/Terbanding
%;jjak mengajukan Konirz Memori Banding dan merivaca pula surat
ﬁetrarangan Panitera Pengadilan  Agama  Pekenbary  masing-masing
E"----'rrr-rg;.;;asv‘l 22 Desember 20 | 7 vanq menyatakan bahwa Zonbanding (Kuasa

duri 11 halaman putusas e G2O18/PTA.Pbr

Nery wiseyf
]
[
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— e '.._ 'r.,..-\"\/’\

o ':*F x‘a“-"‘“h'

I%kumnya} dan Terbanding tidak melakukan Inzage (memeriksa
perkara banding), meskipun Pembanding (Kuasa Hukumnya)
'fbrbandlng telah diberitahukan untuk inzage tersebut berdasarkan relaas
@mbantahuan inzage yang disampaikan dan diterima masing-masing oleh
Pembanding (Kuasa Hukumnya) dan Terbanding pada hari Jum'at tanggal
08 Desember 2017 secara sempuma;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon/
Pembanding diajukan masih dalam tenggang wakiu banding dan diajukan
menurul tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan “dalam
ketentuan Pasal 7 ayal (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

d B)YSNS NIN

Peradilan Ulangan, lagi pula Permohonan banding dalam perkara & qua telah
diberitahukan kep=da pihak lawan (Termohor/Terbanding) dengan
sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Lindang-Undang
Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permahionan banding Pembanding
dalam perkara a quo secara formal harus dinyatakan dapal diterima;

Menimbang, bahws agar Fengadilan Tinoo Agama Pekanbaru yang
vang adil dan benai

9s}
E;ga sebagai judex faclie dapat memberikan

m x - i
periu memeriksa ulang teniang hal-hal yang leiall dipcliksd, dipertimbanyian

aan diputus oleh Majelis Hakim Tingkal Feriana, yang kemudian okan

aEr:var'tl\asa dipertimi dan diputus Ulang "f;r-.-'abdiien Tir
E.and'rng ini; :

E Menimbang, bahwe setelah Majelis Haki kat Banding memba
é’an mempelajari berkas perkara @ quo secara ~orihal dan seksama mu
San alasan-alasan/dalil-dalil perceraian yang Jajukan oleh Pemahion
Eembancilng jawaban, replik, duplik, bukfi-buxt sural, saksi-saksi dan

waan hukum yang pads
maka Majelis Hakim

Lesimpulan pihak-pihzk. serta menelaah perli
7)) ;
‘dasar dan putusan y=na dimohonkan banding °
7]

%ngkal Banding be:pendapat sebagal berikul d

an 3dart 11 kalamar put ' 09/ Pt G20 BIPTA ¥

Nnery wisey
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© Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding yang pada Pe
el

Tingkat Pertama tidak menggunakan jasa Advokat dan pada Pen
Tingkat Banding menggunakan jasa advokat nama H. Nuriman, S.H., M.H.
dan Yoanna Nilakresna, SH., MH. AdvokavPengacara pada Kantor
Pengacara Nuriman, Gusti & Associates, Jalan. Selais No 7 Pekanbaru
selaku kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Nopember
2017 dengan demikian Pemohon/Pembanding beracara pada Pengadilan
'Ifqgkat Banding menggunakan jasa advokat dalam perkara a Qquo
berhadapan dengan Terbanding secara inperson |

o Menimbang, bahwa dalil-dalil permchonan Pemohon/Pembandi j
%ng dijadikan alasan perceraian (talak) karena rumah tangganya tidak
Karmonis lagi kurang lebih sejak bulan oktober 2016 disebabkan
Termohon/Terbanding tidak menghargai Pemohon/Pembanding sebagai
kepala rumah tangga, Termohon/Terbanding mielawan dan tidak iau
mendengar saran dar nasehat dari Pemohon/Pembanding sehingga bl
konflik besar Termuiien/Terbanding menjatuhkan harga diri Pemchon/
Pembanding dihadapan keluarga, sikap Termohen/Terbanding selaiu kase:
dan keras serta ingin menang sendiri sehingga ketika diajak bicara/d siusi

selalu terjadi pertengkaran dan ketika konfik T<ir ichon/ Terbanding permab
un

mengeluarkan kato-kata makian yang sangat |ssar serta memukul kepal
éemchcane.-nt;-:a;-um--_j, lerhadap dalil-daliliulasan-alasan tersebut, ccecar
gdak tegas Termohon/Terbanding mengakuiny:

A Menimba wmhwa atas kejadiap  dalam ruinah tand
E&mnhonf’F-‘a :ngan Termohy | terseblt yang
Eifakukan saat ini hanvalah bertawakkal dar na | :uad? Allah SWi
%engupayakrlfu parbagal macam cara ads chen/Pembanding ¢
Rembali hidup bLerzxna dengan Termobon  erbanding dan anak-anak,
%errnnhonﬂ'eruare:-:::-.; benar-benar ingin men pertahankan rumah tanggs
gang telah dijalani selama 20 tahun lamanye | = 7.ohon bersedia dan beijan)
Jebin menghargal “emohon/Pembanding s¢ ani serta berusaha uniul

‘alaman 4 darf 1) hela wiir O009/Pdt. GRS

nery wisey Jrie
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n%njadi istri yang lebih baik demi kepentingan anak-anak Terigehon/.,
'*w"

Terbanding bersama Pemohon/Pembanding;

©  Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara a quo Majelis Hakim
T-%}gkat Pertama telan berusaha mendamaikan pihak-pihak, baik secara
langsung dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi
melalui baniuan seorang Mediator, nama Drs. Abd Aziz, M.H. (Hakim
Pengadilan Agama Pekanbaru yang bukan sebagai hakim pemeriksa
pgrkara a guo), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,demikian pula
u%aya mediator dalam mendamaikan pihak-pihak berdasarkan laporannya
tm'tanggai 11 Oktober 2017, Mediator tersehut melaporkan tidak bernasil
rgandamalkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Eg,
dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 lentang Prosedur Mediasi di Pengadian
telah cukup memadai,

Menimbang, b=hwa berdasarkan jau -rauan duplik dan ksterarny:
orang saksi 2 orang saksi keteranoannya dnmtau tidak berdaserkan
pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagaimana  diatur  dair
ketentuan Pasal 308 R.Bg akan telapi keisiangan saksi tersebut sama =anma
;pnenyah:ﬂrs ___‘! 1 Pembanding can Twrhanding telah pisah lemuoal w2
f@nwmlld lale -on-alasan perceraian (talak)

f.‘fﬂ:a.j:ukan Pembanding, fakta-fakta inila

rang tidak dipertimbangha

_a;elis Hawim  Tingkat F"er[arnaT melETTeT hanya mempertimban:
ieterandar NG saksi yar’ Pemohon, dugy ar

ig_rsei:-_:' - n sebagai s: i« mementthi Syar:

&Ianw ks ian oleh karent nonan izin Pembandi
éénjatt.!r‘-l-'f iolak terhadap Terbard Jzjelis Hakim Tingkat

Warus dinyalakan ditclak;

E Menimbang, bahwa Majelis Hakin: [ingiat Banding tidak sependapat
&ngan perimbangan Majelis Hakin ukat  Pertama  tersebul, farena
@erdasarkar iawaban dan duplik n/Terbanding dali-da T4t |
g‘;jadiuan Zlasan  perceraian ol n/Pembanding f

'|'..|'|fu||'11'ﬂﬂ Sdar TF N ATE me?’P-"r L

Nnery wisey
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e PENEL
k)
sk kaﬂﬁfﬁj* o

T?nncrmnﬂ'erhanding. seperti beberapa bulan terakhir rumah ta
teéfjadi beberapa kKali percekcokan/pertengkaran, telah berpisah ranj
témpat tinggal. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pengakuan
;*Epak lawan dalam perkara a quo merupakan bukti yang sempuiria dan
mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum
dalam memutus perkara a quo;”

< Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya perselisihan
qgn atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya dinilai dari
fakta-fakia yang tersurat saja, melainkan juga dapat dilihat dari indikasi-
ﬁd?ikasi yang timbul datam hubungan rumah tangga tersebut, saat ini kondisi

;gmah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah

sebagai berikut:
- Keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Keduanya telah meninggalkan sebagian hak dan kewajibannya sehagal

suatrmi-r=ierl,
Kedusnva telah diupayakan uniuk damai, baik oleh keluarga, medhalor,

maupun dalam persidangan Maijelis Hakim, akan tetapi tidak perhesil;

Neae” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebu, Majelis

Hakir Tirokat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanaing

é'f:ncr.' I ermohen/Terbanding € sudzh tidak stabil “arens tah
gdaic ada kerukunan dan keharmonisan lagi diantara keduanys, o gan
gemikirer- M=ielis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bLahwe diantara
Per yanding dengan han/Terbanding ticak ga arapan
G ] & 5 Y -
drit nidup rukun kemba mah tangganys /8
< <
fijuzn vinan seperti yang tercantum datam_Pasal = - ndang
= i 2 W il i
ﬁar.:w- ahun 1974 fentang Percawinan jo. Pasal 3 Ko Hukum
Wlain, cziam rumah tangga Poemchon/Pembanding dengan rermohon/
£ 2 TIPS A o

rbanding tersebut tidak dapat terwujud]

e )
§ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undany-Undang
Homor shun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami-isteri wajib cinta
£ - e ) e
goent yrmat menghormat, = memberi banluan lah “alin yang
~
V]
2. r - I 4
= Halamen 6 da  putusan Namer 000 et FTA Pbr
5
e
c
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%J kepada yang lain, sementara kondisi rumah tangga P
Pembanding dengan Termohon/Terbanding bertolak belakang,
tergamba: adanya suasana sakinah, mawaddah, warahmah diantara
l%duanya, oleh karena itu apabila kondisi rumah tangga yang dalam
keadaan seperti itu dalam pertimbangan tersebut diatas tetap dipertahankan,
maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan lebih
pesar mudharatnya dari pada maslahatnya;
., Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon/Pembanding senyatanya
rumzh tangga dengan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding
ﬁlit untuk dipertahankan meskipun Termohon/T erbanding tidak mau
@rceras dan akan mempertahankan ikatan perkawinannya yang telah dibina
dalama 20 tahun Termohon/Terbanding sangat mencintai Perhohon/
Pembanding dan berjanjiakan merubah kesalahan dan menjadi istri yang
baik kedepan sementaia Perohon/Pembanding tetap bersikeras dan tidak
bercedis lagi kembali kepada Termohon/Terbanding can mehon agar
diizinkan untuk menjatuhkan talak ternadap Termohon/Terbanding:
}1enimbang, bahwa memperhatikan pula sikap Pemohor i/Fembanding

yann tiztap berkeinginan untuk menceraikan Termuhanﬂ' r:rb:anding Maielis

ZJPA1995 tangoa! 16 Jull 1986 hal
ang bersalah, dari mana atau dari siapa

ﬁ“ canzh Agung Rl Nemor =
(4]
mr:a.~,:J1- tidak harus dilihat siapa

B enyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan
‘g FPembanding denoar hondTerbanding terse g me sih dapat
g, van atau tidak; :

§ mbang, panaa O sna kondisi rumah tanoga Pemohon
Eer! ng dengan Termohion/ T+ ihanding sudah sedemikian repuh, maka
Rizi~lis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga imana benar

'\ memenuhi ketentun Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

a3

74 tentang perkawina! sasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Tahun 1975 dan | 16 huruf () Kompilesi Hukum Islam,

Hotuman aanan prtusan Nomor I RPTA Phr

nery Wisey| pies we)Eg

~2lah pecah dan sulit unuk dipertahankan oleh karenanya dapat di -

- ]
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d%gan demikian permohonan Pemohon/Pembanding yang m
uituk menjatuhkan taiax terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulRaf
©  Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
s-étaligus sebagai jawaban dan pertimbangan atas keberatan-keberatan
Pémohon/Pembanding dalam Memori Banding, yang disampaikan dalam
bgfkas perkara banding tersebut;
©  Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di
Pgngadilan Tingkat Pertama dan temnyata faktafakta tersebut tide.
tr%nentangan dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim Tinc at
Egnding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
@am mempertimbangkan dan memulus perkara a quo, oleh karenanya
Majclis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan sebagaimaria
telah diuraikan di atzs akan memutuskan sendiri atas permohonan
Bernnhon/Pembanding tersebut yang amarnya sebagaimana tercantum
dalem diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama periienksaan perkara a Guo
pihak-pihak masih terikat deogan parkawinan yang sah, yang telah berumah
langga selama 20 tahun dan Pemohon/Pembanding berprofesi sebanai

dokler. otomatis suami (Pemohon/Pembanding! masin herkewajiban
m . a . q Ap

:E":.-.'r.i:arikan nafkah kepadn isti (Termohon/Terbanding) dengan demikian
& Ty [emes i I
raaielis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman xepada Pasal 41 huruf

&) Undang-Undang Momol | ahun 1874 tentang perkawinan secara ex

A~ dapat mench: suami (Pemo ' ding) untuk
g. =rikan nafka’ mut'ah kKep: i (Termohory
E rndin ng besni, artl termuat dalari Jiklum, pulusan ini;

é"' '.*-.e‘.er?iL‘ty:ang, banws nelindungi hak-hsk | 1nan dari akibal
serceraian (talak), maka ¢ | herpedoman pada ketenluan Fasal 2 dan
g.‘z—:al 3 PERMA Nomor 2 (@hun 2017 tentang pecoman mengadili perkara
gﬁ:l-'—f:upuan berhadapan oo oo hukum alangkah fak can adilnya apabila
é” hak Termohon/Terta sebagai akibat o (talak) yakni

2h iddah dan mut =z miahnya sebag: santum dalam

Fle i 41 halumen putisan fo. /20 ) 8IPTAPhr

Nery wisey juie
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d%um amar putusar ini pelaksanaannya dapat ditunaikan seke :Gam
sékaligus sesaat setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan ikrar

dihadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu;

E’“ Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
Nnmar 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 Nopember 2017 Masehi,
berlepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal1439 Hijriyah. yang dimintakan
b@j‘ldlng tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan
ﬂnngan mengadili sendiri sebagaimana tercanium dalam diktum amar
p;ﬁTMSan di bawah ini;

gjf Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-und.angan

-,r%ng berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitai |

MENGADILI

| Menerima permotionan banding Pembanding terszbut,
il Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
1287/Pdt.GI2017/PA Pbr. tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan

dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 Hijriyah;

Nomor

Dan dengan mencad i sendiri |

1. Mengabulkan permohonan Pemohon lerseny’

2  Memberi izin kenada Pemohon (Muhammad Wirhan Azhari bin
Harun Badil’ menjatuhkan talak ' 1 r'-a:%an Termoio
(Desi Sury: hinti Abdul W didepan sid
Pengadilan A3 ekanbaruy: .

3. Menghukum Pamohon untuk membays =cjus J=h uang kepad:
Termohon sebanz skibat perceraian (lalax) yang terdiri dari,

34. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah)
3.2 Mut'ah sebesar Rp256.000.000,00 (dus pulul ima juta rupiah),

o dari Il halaman pult Py (30 1 BPTA Pl

nery wisey JIIeAg uej[ng Jo AJISId3AIU) dDTWR[S] 3}e}§
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I’ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
> pada Tingkat Banding ini sejumiah Rp150.000,00 (seratus lima p
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal
GE Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438
Hijriyah oleh kami Drs. H. Busra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
hﬁharnis. S.H., M.H. dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkar pada hari Kamis, tanggal
5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429
@ﬁyﬂh dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis ters:';.but
dengan didampinai para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hanifah
Anom. S.H.. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadin oleh

e1dio ye

pihak-pihak yana berperkara:

Kelua Majelis,

Hakim Anggota

ttd ttd
w 1 ‘ N
firs. H. Mahamis. S04, MH s, H. Busra, S.H., M.
=4
@

Hakim Angacta,
tid

ume

rs. H. Masi 148 = H., M.H.

itera Pengganti

ttd
t=nifah Anom, S.H., M.H

smaant 10 dard 11 hal it GOO9 P G201
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© Hakgipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
o
U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ... 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
f.— .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

l/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPS]

1di10 yeH 6

Skripsi dengan judul ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN
QE’ENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI
“AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.BR
EENTANG CERAI TALAK, yang ditulis oleh :

< Nama : PUTRI YANTI

< NIM : 11521204312

Y7 Program Studi  : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunagasyahkan pada :

., Hari/Tanggal :Jumat/25 Oktober 2019

- Waktu : 13.30 WIB

= Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas
c Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Faris Fahrullah, M.Ag

0Qekretaris
‘Afrizal Ahmad, M.Sy

ST 93

Penguji [
= Hj. Mardiana, MA

un o1

Penguji II
ﬂDr Sofia Hardani, M.Ag

----------------------------

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
. Fakultas Syariah dan Hukum

- ErnkS.Sos. MM
m_ycsozzs 199103 2 002

NS
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KEMENTERIAN AGAMA

= UNIVERSITAS ISLAM NEGERT SULTAN SYARIF KASIM RIAU
= FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
2 S0 A P~ L . & (2
gt o qlll g dey ll Al
g -—\g}ﬂ ) FACULTY OF SYARI’AH AND LAW
oR il b e T JI IR Soebrantas No. 153 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
21 ‘;@ \-ngl o)) Fax 0761-362052 Web hitp/fasth uin-suska.ac.id. E-mail : fsthuinriau@gmail.com
————
r.g (g- E.- E O s
9'\@[@" g Um84/F.I/PP.00.9/132 2019 Pekanbaru,04 Januari 2019
2l.an = | (Satu) Proposal
13l a2: Mahon Izin Riset

m cain
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;C Kt‘ga\lfl
2 YigKepala Dinas Penavaman Modal dan PTSP
= . & =
@ Prowpinsi Riau

)
Assalamu ‘alaikum warahmearullabhn wabarakarih

Disampatkan  bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan | lukum

Nama
NIM
Jurusan
Semester

[Lokasi

Urti¥ersitas Sultan Svaritf Kasim Riau :

PUERTYANTI
11521204312 o
‘Hukum Keluarga (Akhwal Svaksiyah) S1
VI (Delapan)
1. Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Pengadilan Tinggi Agama Riau

bermaksud akan mengadakan riser guna menyelesaikan Penulisan Skripsi vang berjudu!
:ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARL O FH
PENGADILAN
PEQ(’L-—\I)H.A\? AGANMA NOMOR : 1287/pdt.g/2017/pa.pbr)

FINGGE AGAMA - RIAU  (ANALISIS TERHADAP  PLTUSAN

a

Pelaksanuan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
al surat ini dibuat. Untuk itu kami mehon kiranya kepada Saudara berkenan

Demikian disampaikan, terima kasih.

Riau

e

/ Majar. M..L\%z
580712 198603 7 005




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | & Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jenderal Sudirman No. 480 Telp. (0761) 38119 Fax, (0761) 36117, PEKANBARU

|

. ag melakukan kegiatan yang menyimpang darn ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak sda hubungan
dengan kegiatan Ini

sanaan Kegiatan Penelitian dan Pengurnpulan Data inl berlangsung selama 6 (enam) bulan termitung mulal
al rekomendasi ini dibuzt

Aua%ugtw

]

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat Jigunakar, sebagaimana mestinya dan kepada pinak yang
diharapkan untuk dapat memberikan kemudaran dan membaniu kelancaran kegiatan Peneltian dan
ulan Dafa ini dan terima kasih.

N - T Email - dpmplsp@riau go.id Kode Pos . 28128
50" B
58S 3T
2883 %

Tt a
REKOMENDASI
2553%¢e Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/17000
gaggg TENTANG 182010
S S ST
E X< =
2 3 o 5 a PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
82588 DAN PENGUMPULAM DATA UNTLIC SAHAS SKRIPS!

G = (e}
SaS = Dl =
S g D o gepalg_.Dlnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca
gsgrag gemohorlan Riset dari . Dekan Fakultas Syariah dan Huxum UIN Suska Riau, Nomor
= L@.ognfﬁuﬁ 00.84132/2018 Tanggal 4 Januari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
53> 2V Nama . PUTRI YANTI
2 23 2 NIMPKTP 11521204312
jah] =
= <= 2 53 Program Studi . HUKUM KELUARGA
73] E:‘,J Q
S @ = =4 Jenjang -
= = = -
Q 5 2 5. Alamat PEKANBARU
598 § 56 Judul Penelitran :  Analisis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Oleh
z % o Y Pengadilan Tinggi Agama Riau (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
=47 5 5 Agama Nomor : 1287/pdt.g/2017/pa.pbr)
© G - 37 Lokasi Penelitian i 1. PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
=858 3 2. PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
> 2 §
©D&ndanKetentuan sebagai berikut:
5 =9 '
E-:
Z‘_ -
)]
)
=
S

@

]

=
q

m
3

Dibuat di . Pe<anbaru
Pada Tanggal - & Januan 2019

JJaquins ugx

Ouandatangsn Secara Elektronik Meislui ©
Sintem Intoimasl Manajsmen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS! RIAU

‘nery eysns NN uizi edue) undede R[0T
1e(un neje YUy uesiinuad ‘uelode| ueur‘@n%ed ‘y

Tembusan : )
Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di P skanban:
é) Walikota Pekaribaru
tp. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Bekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. ¥ang Bersangkutan
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PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS LA

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)
Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718
Email : umum@pa-pekanbaru.go.id
Website: www.pa-pekanbaru.go.id

Nomor
Lamp
Hal}

=
Kepa
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

Putri Yanti, lahir di Sunga Mgo Kec. Kubu
Babussalam. Rokan Hilir Prov. Riau pada tanggal 04 Juli
1997, merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara,
dilahirkan dari pasangan Bapak Ibrohim dan Ibu Butet
(am). Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 022
Parit Haji Salim pada tahun 2009, lalu melanjutkan ke SMP
Babussalam hingga tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis
tamat dari SMA Babussaam dan pada tahun yang sama

penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Program Sl di
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasm Riau.

Selama menjalani proses perkuliahan penulis tinggal di Ma’had
Babussalam atau Asrama Putri Hj. Faridah. Pada awal perkuliahan semester VI
dan langsung mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama
Kec Kubu Babussalam selama dua bulan. Dan penulis mengikuti Kuliah Kerja
Nyata (KKN) di kampung baru timur kec cerenti, Kuantan singingi. Kemudian
Penulis juga aktif pada salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu ATC Al-
Fatih,dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga.

Akhirnya, untuk memenuhi tanggungjawab terakhir sebagai mahasiswa
program S1, penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH
PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1287/PDT.G/2017/PA.PBR TENTANG CERAI TALAK”, vyang di
Munagasyahkan pada tanggal 25 Oktober 2019, alhamdulilah lulus dengan
predikat sangat memuaskan, sehingga penulis resmi bergelas Sarjana Hukum
(SH).
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